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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Alasan pembinaan bagi terpidana mati dilakukan di Lembaga 

Pemasyarakatan karena terpidana mati memerlukan pendampingan. 

Pendampingan baik secara rohani maupun jasmani dengan sistem 

pendekatan secara individual maupun secara berkelompok bermanfaat 

untuk untuk memberikan kegiatan bagi terpidana mati bagi terpidana 

mati agar tidak merasa semakin tertekan , stres dan dapat 

memanfaatkan sisa hidupnya secara positif dalam proses masa tunggu 

ekseskusi. Pendampingan rohani untuk menyiapkan mental dari para 

terpidana mati sebelum dilakukannya eksekusi bagi terpidana mati.  

2. Pembinaan bagi terpidana mati dilaksanakan dengan cara yang tidak 

jauh berbeda dengan narapidana lain yang berada di Lembaga 

Pemasyarakatan. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang 

secara jelas mengatur proses masa tunggu eksekusi terpidana mati 

mengakibatkan pembinaan yang dilaksanakan terhadap terpidana mati. 

Pembinaan terhadap terpidana mati di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 

IIA Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Negara 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan 

Keputusan Menteri Kehakiman Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan 
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Narapidana/Tahanan. Terpidana mati mengikuti pembinaan selayaknya 

narapidana lainnya agar tidak merasa tertekan dan stres, berupa  

pembinaan kepribadian yang meliputi pembinaan kesadaran beragama, 

pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan 

intelektual , pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan 

mengintegerasikan diri dengan masyarakat , dan juga berupa pembinaan 

kemandirian yang melalui program-program keterampilan baik usaha 

mandiri, usaha industri kecil, industri atau kegiatan pertanian hingga 

sesuai dengan bakat masing-masing. Diharapkan tidak ada pembedaan 

dari kegiatan pembinaan yang diberikan terhadap terpidana mati. Hanya 

saja dalam penerapan pembinaan dengan tahapan , terpidana mati tidak 

melalui tahapan dalam pembinaan.  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diutarakan diatas maka penulis 

menyarankan perlunya dibuatkan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu adanya 

penegasan dan peraturan yang mengatur batasan masa tunggu eksekusi agar 

terpidana mati tidak menjalani dua pidana yaitu pidana penjara dan pidana 

mati. Penegasan masa tunggu eksekusi juga memberikan arahan bagi 

petugas Lembaga Pemasyarakatan agar memahami dalam memberikan 

kegiatan pembinaan bagi terpidana mati. Selain itu perlu dibangun penjara 

khusus terpidana mati selagi menunggu masa eksekusinya.   
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